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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAif TINGKAT II PEMALANG 

NOMOR: 7 TAHUN 1995 SERI B NO. 4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG 

NOMOR : 5 TAHUN 1995. 

TENTANG 

BIAYA PENGAWASAN BANGUNAN-BANGUNAN 

DENGAN RAKHMi-"1.T TUHA.N YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA D1-1.i:RAH TINGKAT II FEM.A.LANG 

~nimba.ng a. bahwa Peraturan Daerah KabupateJi Daerah 

Tingkat II Pemalang Nomor 18 Tahun 1984 

tentang Biaya Pengawasan Bangunan-ban~ 

an, dipandang sudah tidak sesuai lagi -

dengan situasi dewasa ini 

b. bahwa sehubungan tersebut diatas, maka 

dipandang perlu untuk meninjau kembali 

dan menetapkan Peraturan Daerah yang b,sa 

ru. 

Mengingat •••••••••••( 2 ). 
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1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950'tentangPe~ 

bentukm Daerah - daerah Kabupaten dalam ling

kungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan -

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Peneta_E 

an mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Ta 

hun 1950 

2. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 ten 

tang Peraturan Umum Retrib~si Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negar'l. Republik Indonesia No 

mor 1288) ; 

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang P.£ 

kok - pokok Pemerintahan di Daerak ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, 

Tambtihan Lembaran Negera Republik Indonesia N.£ 

mor "3037) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ten 

tang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di 

Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ( Lembaran ---• 

Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, 

Tambah'3.n Lembaran Negara Republik Indonesia N2 

mor 3353 ) ; 

5. Keputusan Menteri •••••••( 3 ). 
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5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 28 Maret 1957 tentang 

Mengatur Pembikinan dan Pembongkaran Bangunan - bangunan 

dalam Kabupaten Pemalang ( Lembaran Propinsi Jawa Tengah -

Tahun 1957, Tambahan Lembaran Propinsi J3.wa Tengah Nomor 

57 ), sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan D~ 

erah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Juli 1959 ( Lembaran -

Propinsi Jawa Tengah Tahun 1960, Tambahan Lembarnn Propin

si Jawa Tengah Nomor 21) dan Kedua dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1973 ( L~mbaran Daerah Ja 

wa Tengcll Tahun 1974 Nomor 62) ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting_kat II Pemalang Nomor 

11 Tahw.n 1986 tent911g Garis Sempadan ( Lembaran Daerah Ka 

bupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1987 Seri 

C Nomor 2 ) ; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 

7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lins 

kungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 

( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No

mor 14 Tahun 1987 Seri D No. 6 ) • 

• Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pemalang. 

MEMVTUSKA.N • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( 4 ) • 
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M-E MU TUSK AN 

P.SHATU~{AN DAEIUill KABUPATEN DAli:HAH TINGKAT II PEMALA.NG 
T:SNTANG BIAYA PENGA\~ASAN BANGUNAN - BANGUNAN. 

B A B I 

K.2..--rENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Perna--' 
lane;; 

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah fingkat II 
Pemalang; 

'( c. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Pemalang; 

ct. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 
e. Pengawasan Bangunan-bangunan ialah segala bentuk kegiatan merie----· 

awasi atau mengendalikan terhadap Bangunan-bangunan yang dila~ 
kan oleh perseorangan, badan SwRsta maupun Pemerintah; 

f. Ijin ialah Surat Ijin Membangun yang dikeluarkan oleh Bupati Ke 
pala Daerah Tingkat II Pemalang. 

B A B II••••••••••••••••• ( 5) • 
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BA B II 

TATA CARA PENGAJUAN IJIN 

Pasal 2 

Barang siapa bermaksud mendirikan Bangunan - bangunan di 

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang harus menda 

pat iji.n dari Bupati Kepala Daerah dan d.ipungut biaya p~ 

ngawasan. 

Pasal 3 

Permintaan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan -

Daerah ini, diaj'l.llr.an secara tertulis kepada Bupati Kepa

la Daerah, dengan disertai gambar Bangunan yang menunj~ 

kan letak bangunan dan luas tanah yang telah disahkan -

oleh Dinas Pekerjaan Umum. 

Pasa.l 4 

Ijin diberikan sesudah mendapat persetujuan dari Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum. 

Pasal 5 

Ijin diberikan atas nama perseoranga,, badan hukum, dan 

tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, kecl.13.li ahli 

waris / pihak yang,ditunjuk. 

BAB III••••••••••••••••••••• ( 6 ). 
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B A B III 

:SIAYA PENGAWASAN BANGUNAN-BANGUNAN 

Pssal 6 

( 1) 'rerr...adap pembuatan 'oaru bangunan - b::mgunan yang tidak berti:n_g 
kat besarcya biaya pengawasan sebagai berikut 

a. Uutuk Bangoueu - bruJg11twu yone; sc-1 rn:'11lrnya aLw1 sPhaglau J1, 
lmat dari kayu, ctiatas foncf3.si ~lenzan pasangan batu kerang
ka kayu/bambu dengan penutup atap seng/genting biasa tiap -
tiap meter persegi Rp.200,00 ( dua ratus rupiah) d9ngan se 
rendah - rend3.hnya Rp.1.000,00 ( seribu rupiah) ; 

b. Pondasi batu kali/bata merah, dinding tembok ¼ (setengah) -
batu, pilar kerangka atap kayu Kalimantan/rawa, kozen pintu 
/jendela kayu Kalimantan, penutup atap genting biasa, lan -
tai plester tiap - tiap 1:1eter persegi Rp.300,00 { tiga ratus 
rupiah) dengan serendah - rendahnya Rp.2.500,00 (dua ribu -
lima ratus rupiah) 

c. Pondasi bata/sloop, dincting tembok ¼ (setengah) batu pakai 
kolom praktis beton bertulang, keraneka atap kayu Keliman ~ 

--.___,,,, 

tan, Kozen pintu/jendela kayu Kalimantan, penutup atap ge!! 
ting biasa/plester dan lain - lain bahan sederhana tiap-tiap 
meter persegi Rp. 4oo,oo (empat ratus rupiah) dengan seren
dah - rendahnya Rp. 5))0();00 ( lima ribu ?upia1. ) ; 

d. Pondasi bntu •••••••••••••••••• ( 7 ). 
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d. Pondasi batu/sloop beton bertulang/kolom praktis, dinding 

tembok ¼ (setengah) batu, kerangka. atap kayu Kalimantan -

kozen pintu/jendela kayu jati, penutup atap genting pres/ 

biasa, lantai bahan sedang tiap-tiap meter persegi •••••• 

Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) dengan serendah-renda,!1 

nya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 

• Pondasi batu/beton, rangka. bangunan bertulang/baja/ka.yu -

jati, dinding tembok ¼ (setengah) batu, penutup atas gen 

ting pres, soko sirap/asbes lantai traso/keramik dan lain 

lain bahan mewah tiap meter persegi Rp. 1.000,00 (seribu

rupiah) atau serendah-rendahnya rtp.10.000 900 (sepuluh ri 

bu). 

(2) Terhadap pembuatan bangunan - bangunan yang bertingkat b~ 

sarnya biaya pengawasan sebagai berikut 

a. Untuk tiap-tiap tingkat pertaroa, dipungut biaya pengawasan 

besarnya sejumlah 1¼ (satu setengah) kali biaya sebaga,i 

mana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, demikian pula 

untuk tiap - tiap tingkat kedua, ketiga dan seterusnya

dipungut biaya sebesar l¼ (satu setengah)kali biaya 

tingkat bawahnya; 

b. Bilik - bilik yang terletak diantara pyan (langit-langit) 

dan diatas rumah tidak dianggap sebagai tingkat; 

c. Terhadap ••••••••••••••••••• ( 8 ). 
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c, Terhadap bangunan - bangunan yang bertingkat berlaku 

pula ketentuan biaya minimum sebagaimana dimaksud d~ 

lam ayat (1) Pasal ini, 

(3) Terhadap pembuatan baru bmgunan -.bangunan, sumur kotor 

perigi, sumur guna pembuntan kotoran clan kolam, besarnya 

biaya pent;awasan tiap - tiap meter persegi 2p.200,00(du~ 

ratus rupiah) dan serendar..J11.rendahnya rtp,1000, 00 (seribE 

rupiah) 

(4) Terhadap pembuatan baru bangunan - bangunan sisipan seper 

ti dapur, bilik pelayan, kri.mar mandi, kakus, gudang,kan -

dang binatang, kamar kendaraan/garage hanya dipungut dari 

jumlah tersebut dalam ayat (1) huruf d Pasal ini. 

(5) Terhadap pembuatan baru bangunan - bangunan guna macam -

macam alat dan mesin - mesin, dapur tempnt perapian dan 

cerobong asap, besarnya biaya pengawasan tiap - tiap meter 

persegi Rp,2.500,00 (dua ribi lima ratus rupiah) dan se 

rendah - rendahnyn Rp. 25,00G,OO (dua puluh lima ribu ru 

piah ). 

(6) Terhadap pembuatan baru bangunan - bangunan lantai 

/ trotoar, lant3.i plesteran dan pekerjaan - pekerjaan s2, 

macam itu besarnya biaya pengawasan tiap - tiap meter pe£ 

segi dikenakan 

a. Dari bahan •••••••••••••••• ( 9 ), 
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a. D3.ri bahan yang d~pat meresap air besarnya Rp.5()(),00 

(lima ra~~s rupiah) dan serendah - rendahnya Rp.5.000,00 

( lima ribu rupi'lh) ; 

b. Dari bahan yanr; bersifat kedap qir besarnya Hp. l.500 ,OO 

( seribu lima ratus rupiah) dan serendlili 

Rp. 15.000,00 ( lima belas rib• rupiah). 

rendahnya •• 

'----: ?) Terhadap pembu2,tan baru bangunan - bangunan jembatan besar

nya biaya pengawasan tiap - ~iap meter persegi Rp.2.500,00 

( dua ribu lima ratus rupieb) dan serendah - rendahnya ••• 

Rp.25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah). 

....__, 

(8) Terhadap pembuatan baru bangunan - bangunan turap, pasangan 

r,enutup, baik ycmg tetap maupun yang bergerak,got dan ricel 

terbuka besarnya biaya ~engawasan tiap-tiap meter persegi -

mem:injang Rp. 1.250,00 ( seribu dua ratus lima puluh rupiah) 

denganserendah-rendahnya Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima 

ratus rupiah). 

(9) A~abila mengenai rehabilitasi yang sifatnya berat, biaya r~ 
ngawasan dihitung setengah dari ta•ip-tarip tersebut dalam 

Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Daerah ini • 

(10) Untuk bangunan - bangunan yang penggunaan bersifat komersil, 

untuk usaha maka dikenakan pungutan pengaw3.san bangunan 2¼ 
(dua setengah) X Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (8) P~ 

raturan Daerah ini. 

(11) Untuk bangunan-bangu,an •••• (10). 
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( 11) Untuk bnngunan - b~mgunen rurnah tempat tinsg,l ynng puny'l 

nilai ekonomi tinggi seperti di tepi jalan-jo.lan protokol 

di kotD. Pernc-:ilang, kot-:: Ke•am::.tan Petaruk=m, kota Kecama -

tan Taman, kota Kecamatrm Moga, kot':l. Kecam3.t'.1n R'.:tndudong

kal, kota Keoa.ma.tan Comal dikern,1k::i.n pungntrm penga_w3san -

.b~ingunan sebesD.r 1)2 ( s:1tu setengah) X .F-asql 6 ayat ( 1) 

s:1mpai dengan ayat ( 8) }.'er,stun,n Dueruh ini. 

( 1) Bfoy9 pengawasan dihi•tung tiap - ticp meter persee:i, hal 

ini dilskulun menurut Bn0 ,n Jangun~n-bane;unan yang nkan -

dibuat. 

C2) Yang dim9.ksud · d&ni3.n 3agan :3angunan - bangunan yang aka& t 

dibuat ialah dasar yang dikelilingi garis-garis terluar 

dari proyeksi vertikal dari bangunan-bangunan sepanjang -

men;,;enai bagian yang terletak diatas tanah I-iangunan. 

(3) 'rerhadap bangunan jembatan biaya peng9-wasan ditentukan m~ 

nurut luas pondasi dan luas lantai jembatan oleh karena -

itu dihitung menurut garis - garis terluas dari gambar b~ 

gan. 
Pasal 8 

(1) Pemungutan biaya pengawasaµ dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum. 

(2) Hasil pemungutan •••••••••••••• ( 11 ). 

-"-" 
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(2) Hasil pemungutan biaya penp;awasan Bangunan - bangunan d,! 

setorka.n ke Kas Daerah. 

Pasal 9 

(1) Ijin diberikan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh 

B•pati Kepala Da,0rah dan apabila syarat-syarat ti:iak d_i 

penuhi ijin dapat dicabut. 

'--:) Apabila ijin dicabut oleh Bupati Kepala Daerah karena se 

suatu hal, maka ijin dan rencana membuat bangunan-bangll_!! 

an tidak dapat dikembalika.n. 

(3) Jika rencana membuat bangunan-b3llgunan tidak dapat di -

lan~sungkan, karena ak.ibat sipemegang ijin, maka biaya -

pengawasan ba.ngunan-bangunan tidak dapat dikembalikan. 

BAB IV 

PENGCUALIAN 

l:'asal 10 

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud dalarn Pasal 6, Pasal 7 
,,_,1n Pasal 8 Peraturan Daernh ini adalah bangunan-bangunan 

yang didirikan guna 

a. Keperluan Agama; 

b. Kuburan Umum ( Kecuali Bong C~u dan Bon Pay ) ; 

c. Keperluan ••••••••••••••••••• ( 12 ). 
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c. Keperluan olah raga dikenakan 0,5 ( nol koma lima) 

Pa.sal 6 ayat (1) sampai dengan_ ayat (8) 

d. Kepentingan Umum dikens.kRn 0,.5 (nol koma lima) Pasal 

6 ayat (1) sampai dengan uyat (8). 

B 1-1. :S V-

l'as<i.l 11 

Fengawasan terhadap pelaksanao.n l'eraturan DB.crah ini dilakukan 

oleh InspE;ktorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingk3.t II Pemalang -

dan Jagian Hukum Sekretariat Wiln.yah / Daerah Kabupa.ten Daerah 

Tingkat II Pemalang. 

BAB VI 

KErJ<:;N'l'UMl PID~1A DAN PEHYIDIKAN 

P3.sal 12 

( 1) Barang siapa melanggc1r ketentwm (hlam Pasal 2 dan Pasal 5 

Peraturan Daer9.h ini diancam dengan pidam_:,, kuru.ngan selam2; 

larnanya 3 ( tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya 

i<_p. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ). 

(2) Perbuatan •••••~•••••••• ( 13 ). 



     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/

- 13 

(2) Perbuatan yang diancam den~:in hukuman sebngaim.:mn ters_2 

but ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. 

1?3snl 13 

Sel'c1in Pej:,,bat 2enyidik Umum yang bertug::is menyidik tindak 

Pidan::;1 -~'enyidikan atas -iindak pidanFt pelangga:.an sebagaima

na dimakaud -dalam P.c1sal 12 Pern.turan Daernh ini dapat juga 

dibkukan ":!leh Pejabat Fenyidik Pegawai Negeri ,Sipil dilinE 

kungg_n Pernerintsh .!:,;1:ter'Jh yang pene;Ftngk.s.tan, kewenangcm dan 

pelakaan,,,anny;, sesuc.i.i dengan f'eraturan Perundang - undangan 

yang berhi.ku. 

B ii. B VII 

.i?asal 14 

Hal - hal yang belurn diatur deilam Per::ituran Da.erah ini, akan 

diatur lebih lanjut Clleh Bupati Kepal't Dc1er3h sepanjang me

ngenai }_)el:o1.ksanaannya. 

Pasal 15 

Dengr,n berl~:1.kunya· Per-'"ttur3n D.s 0:rah ini, makn Fnr,ituran D'3.erah 

K'.3.bUp3.ten Daerah Tingkat II i?em:;1.lr1n? Nomor 18 Tr1hun 1984 

tentang Bi::i.ya Pengawasan Bangunan - bangunan dinyatak:rn -ii 

dak berlaku lagi. 

Pc1s 0Jl 16 ••••••••••••••• ( 14 ) • 

., 
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Peraturan Daerah iui mulai berlaku pada tanggal diundanskan 

Agar supaya setiap orang dapBt r:1engetahuinya,memerintahkan • 

rrengundangAn Peraturan Daerah ini dei,.g'?tn penemratannya dalam Lemb3.rarl 

Daerah Kabupaten Da,c:rah Tin:gkat II Fernalang. 

0itet::i.pbrn di Pemalang 

Pado. t8.ngg3l 15 f- ebruari 1995. 

:3UI?A'l'I KEFAL.c\. Dt,.LRAH TINGKA11 II 

KA:SUPA'l'EN DAE:i:t,H TINGK.i,.T II 

PEMALANG 
PEMALANG 

KETUA, 
ttd. 

Cap. 
ttd. 

Drs. H. LA.SWADI Drs. H. SOi<:idARTONO. 

DISAHKAL·J 

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Da~rah Tinck::::it I Jawa Tengc1.h 

'r9.nggal 26 Mei 1995 No. 188.3/1L~1/1995. 

An. SE.Ki<ETARIS WIL;.Y;,H/DA.•}~'Mi TINGKAT I 

P j Kepal.:1 Biro Hukum 

Cap. 
ttd. 

SUTJI A.STOTG, ..3H 

~enata Tingkat I 

NII'. 010 088 157. 

DIUi--lDAi>J"GKt~N • • ••••• •. • ( 15 ) • 
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DIUNDANGKAN 

Dalam Lemberan Daer3.h Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pemalang 

No. 7 TanggRl 1 Juni 1995 
E,eri B No. 4. 

SEK :IGI'::i.HIS WIL1LYAH / DA'&Rii.H 

TINGKtLT II PEMALltNG 
,, 
vnp. 

• 

ttd. 

Drs. MOELLTONO 

Pembina Utama Muda. 

NIP. 500 029 622 • 
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P E N J E L A S A N 

AT AS 

PERATURAN DAER;-J:I K:\.:'.3UP!,TEN DI\.ERili TINGK/\.T II PE.t.fI\.LANG 

NOMOH 5 TAHUN 1995 

BI.Si~ PENGAW,,S~-i.N B1tSGUN,'.,N-B1,NGUNAN 

I. i?Li"\/,JELAS,,N Ul'iUM 

B11hwa dalam rangka. untuk tertib dan amannya rl3.lam mendirikan 
bengunan maka 1-'emerintnh Daerah perlu mengadakan pengawasan 

dalom pendirian bangunan-bangunan • .3c1.hwa Peraturan Daerah Kn 
bupaten Daerah Tingkat II Pema3..ang Nomor 18 Tahun 1984 ten 

tang Bin.ya Pengawasa;i Bangunan - b.ngunan yang telah disah -
l-can dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Da.erah Tingkat I 

Jawa ']:engah tanggal 11 Pebruari 1985 Nomor 188.3/33/ 1985 -
dan diundsngkan dalam Lembaran Daerah Kabup-:i.ten Daerah Tin.t5 

kat II Pemalang Seri C Nomor 3 Tahun 1985, dipandang tidak -
sesuai lngi dengan perkembangan dewasa ini. Untuk itu mako. 
perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah dimaksud dengan l'j; 
r~,turan Daerah baru. 

II. PENJELAS, .• N PASAL •• • ••• • •• • • ( 2 ) • 
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PA.SAL 

Pasal 1 

Pasal 2 

PasRl 3 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dGngan mendirikan 

bangunan-banr,;unan disini terma

suk merehabilitasi bnnGunan be

r~1.t. 

Setiap permintaan ijin unt•k - '---" 

menctirikan ::i~me;unan h::,rus diser 

t:.1i gambor ban!;;unan y3ng disah

k'in oleh Dim,:3 Peker jnan l.Jmum. 

Ijin mendirikn.n B:mt,':Unan-bangllE 

an dioerik3.n sesud,h mend-:.•pat -

:persetujuen do.ri Kepala Din;:is 

Pekerjaan Um•m denenn telah me 

rnenuhi persyarntrm teknis admi

nistr3.tif yanp; dit2ntukc"n sepe£ 

ti 

a. Surat Peng,'.3ntn.r d0.ri Desa / 

Kelurahan; 

b. ,Surat Persetnjuan tetangga -

y-uig berdekat~m 

c. Surat I'emilik9.n 'I'.:mah 

J. Go.mbnr Jangurn1n, ,3ebogaimana. 

ketentu::m P':lsal 3 Peratura.n 

Da.er,qh ini; 

e. 2esarnya biaya y~ng ditentuk~n. 
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Y "mg dimaksud clengan Badan Hukum, 

yai tu I3,3.dan Hukum sebagBimana di 

atur dengo.n ..?erc:,turnn Perundang ., 

und:mgnn yang berl"lku. 

Dan yang di1-:1aksuct 9.hli waris/pih<J.k 

yang ditunj•k secara tertulis de 

ng:'l.n mcrn_beri t ,huk:m terlebih c1,.1h~ 

lu kepada Din'rn Pekerjaan Umum. 

Cu}rnp jel~is. 

.P::is :,1 9 ayat ( 1) d,m (2) :· Cukup jebs. 

l-'9.S'.11 
,, qynt ' ,: ) 
'J \j 

P::i.s<J.l 10 huruf P, s/ d e 

r,as3l 10 huruf d 
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,i.p,:ibil'l pembu:::.tan bsn0un:m, me 

nyirnp:=mi; d-'.lri ijin yang diberiko.n, 

rn~ka ijin b:mgun0n bisa dicnbut -

dt.1n akib'.1t tidak d:,p,:t dib.ngsun_g 

kannya b0ngunan, m2ka biaya Pen~ 

}'10S'1n b:=mgun:m tidak dn.pn.t dikem 

balikan. 

Cukup jebs. 

Y,mg dimc1.ksud guna kepenting:m umurn 

.311tar:1 l:1in 

Tempat Lembaga :__;osb.l, tempat Pend_i 

dik:m, tempat-temrn.t Pengobat?.n Umum 

K.<1ntor dnn Bangunan milik Pemerintah. 

Cukup jela.s. 


